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PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
NOMOR III/PRT/2018-11/164
TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Rektor Universitas Katolik Parahyangan,

Menimbang : a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan;

b. bahwa Organisasi Kemahasiswaan harus sejalan
dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dimiliki
oleh Universitas Katolik Parahyangan serta sejalan
pula dengan tujuan pendidikan tinggi;

c. bahwa penyelenggaraan Organisasi
Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Katolik
Parahyangan memerlukan keterlibatan

Universitas, Fakultas, Program Studi dan
Mahasiswa secara menyeluruh dan berkelanjutan;

d. bahwa Organisasi Kemahasiswaan memerlukan
adanya norma sebagai upaya tercapainya tujuan
universitas dan pendidikan  tinggi  secara
berkelanjutan;

e. bahwa norma yang mengatur tentang Organisasi
Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Rektor Universitas Katolik
Parahyangan Nomor IlII/PRT/2008-01/04 tentang
Organisasi Kemahasiswaan dipandang sudah tidak
sesuai lagi;
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Mengingat :

Menetapkan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Rektor
tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas
Katolik Parahyangan yang baru;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di
Perguruan Tinggi;

. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik
Indonesia Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang
Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai
Politik Dalam Kehidupan Kampus;

. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik

Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Statuta  Universitas  Katolik Parahyangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pengurus Yayasan Universitas Katolik
Parahyangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Statuta Universitas Katolik
Parahyangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Katolik
Parahyangan yang merupakan sebuah perguruan
tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan
Universitas Katolik Parahyangan.

2. Rektor adalah Rektor Universitas Katolik
Parahyangan yang merupakan  pemimpin
tertinggi universitas.

3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang
membidangi urusan kemahasiswaan.

4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan
Universitas Katolik Parahyangan yang
merupakan pemimpin tertinggi fakultas.

5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang
membidangi urusan kemahasiswaan.

6. Biro Kemahasiswaan dan Alumni adalah unit
penunjang yang fungsi utamanya melaksanakan
kebijakan pimpinan universitas yang mengurus
bidang kemahasiswaan.

7. Fakultas adalah bagian dari unit akademik yang
merupakan himpunan sumber daya pendukung
bagi penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan  akademik, pendidikan  vokasi
dan/atau pendidikan profesi serta jenjang
pendidikan diploma, diploma sarjana, dan pasca
sarjana dalam satu rumpun disiplin ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni.

8. Jurusan adalah satuan unit pengelola di
lingkungan Fakultas yang bertanggungjawab
dalam pembangunan komunitas akademik serta
pengelolaan kegiatan pendidikan tinggi pada satu
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atau lebih subbidang ilmu, teknologi atau seni tertentu
dan pada satu atau lebih jenjang Program Studi.

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan
dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, pendidikan profesi, danf atau pendidikan
vokasi.

10. Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan
sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan
wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta
integritas  kepribadian untuk mencapai tujuan
pendidikan tinggi.

11. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan
kokurikuler dan ektrakurikuler yang bertujuan untuk
melengkapi kegiatan kurikuler.

12. Komunitas merupakan perkumpulan/kelompok
Mahasiswa yang dibentuk atas dasar kesamaan bidang
atau minat tertentu.

13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik
yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

14. Persatuan Mahasiswa adalah himpunan seluruh
Organisasi Kemahasiswaan yang ada di lingkungan
Universitas Katolik Parahyangan (untuk selanjutnya
disingkat "PM").

15. Kongres Persatuan Mahasiswa merupakan forum
pertemuan tertinggi dalam Organisasi Kemahasiswaan
untuk membahas arah kegiatan kemahasiswaan dan
kebijakan-kebijakan kemahasiswaan.

16. Senat Mahasiswa merupakan organisasi
kemahasiswaan di tingkat universitas yang memiliki
fungsi legislatif dan pengawasan terhadap Organisasi
Kemahasiswaan (untuk selanjutnya disingkat "SM")
17. Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan
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organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas
yvang memiliki  fungsi eksekutif (untuk
selanjutnya disingkat “BEM”).

18. Himpunan Mahasiswa Program Studi merupakan
organisasi kemahasiswaan di tingkat Program
Studi yang memiliki fungsi cksekutif (untuk
selanjutnya disingkat “HMPS”).

19. Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan organisasi
kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat
universitas yang menjadi wadah pengembangan
minat, bakat, potensi, dan kemampuan
mahasiswa serta dalam menjalankan kegiatannya
selaras dengan visi dan misi Universitas (untuk
selanjutnya disingkat “UKM”).

20. Badan Pemeriksa adalah organisasi
kemahasiswaan di tingkat Universitas yang
memiliki fungsi untuk memeriksa laporan
dugaan  pelanggaran kegiatan Organisasi
Kemahasiswaan dan termasuk pengurus serta
panitia pelaksana kegiatan (untuk selanjutnya
disingkat “BP”).

21. Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa adalah
proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM,
Anggota SM, Anggota BP, dan Ketua HMPS
(untuk selanjutnya disingkat “PUPM).

22. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi yang
menyelenggarakan PUPM di Universitas (untuk
selanjutnya disingkat “KPU”).

23. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah komisi
penyelenggara PUPM yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan  Pemilihan ~ Umum  (untuk
selanjutnya disingkat “Bawaslu”).

24. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah rangkaian
proses yang dinilai dapat menghasilkan kualitas
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
untuk menempati suatu jabatan tertentu.
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25. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang
perguruan tinggi yang terdaftar sebagai
mahasiswa aktif di Universitas.

26. Anggota atau Pengurus Organisasi
Kemahasiswaan adalah Mahasiswa Universitas.

27. Pembina atau Pendamping adalah dosen
dan/atau tenaga kependidikan yang ditugaskan
oleh Rektor dan/atau Dekan untuk melakukan
pembimbingan dan pendampingan pada
Organisasi Kemahasiswaan serta melakukan
koordinasi dengan pihak Universitas/Fakultas
agar Organisasi Kemahasiswaan melakukan
kegiatan yang selaras dengan visi dan misi
Universitas serta tujuan pendidikan tinggi.

28. Pelatih adalah seseorang yang diusulkan oleh
Organisasi Kemahasiswaan dan ditugaskan oleh
Rektor atau Dekan untuk melatih pengembangan
keterampilan Mahasiswa untuk meningkatkan
kompetensi dan pencapaian prestasi.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2
Di dalam menjalankan Kkegiatannya, Organisasi
Kemahasiswaan berasaskan:
a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
c. Statuta Unpar; dan
d. Spiritualitas dan Nilai-Nilai Dasar Unpar
(SINDU) serta Sesanti Universitas yaitu
Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti.

Pasal 3
(1) Organisasi Kemahasiswaan Universitas

86



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

A
A~
f .
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 2@%

%

diselenggarakan atas prinsip dari, oleh, dan

untuk mahasiswa dalam upaya mencapai visi,

misi, dan tujuan Universitas.
(2) Organisasi Kemahasiswaan dilaksanakan
berdasarkan prinsip:

a. Akuntabilitas, diartikan harus  dapat
mempertanggungjawabkan program kerja dan
pengelolaan keuangan;

b. Transparansi, diartikan harus  bersifat
terbuka dalam penyelenggaraan manajemen
organisasi kepada publik;

c. Nirlaba, diartikan tidak berorientasi pada
laba;

d. Terbuka, diartikan terbuka bagi semua
kalangan Mahasiswa;

e. Kolegialitas, yaitu prinsip kemitraan dalam
pengambilan keputusan dan pelaksaanaan
tugas dan wewenang di berbagai jabatan; dan

f. Tidak diskriminatif, diartikan tidak
membedakan mahasiswa berdasarkan suku,
agama, ras, dan antar golongan (SARA).

(3) Penanggungjawab segala Kegiatan

Kemahasiswaan di Universitas dan/atau yang

mengatasnamakan Universitas adalah Rektor.

Pasal 4

(1) Himpunan seluruh Organisasi Kemahasiswaan
vang ada di lingkungan Universitas Katolik
Parahyangan bernama Persatuan Mahasiswa
(“PM”) Unpar.

(2) Himpunan Organisasi Kemahasiswaan
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri
dari:

a. SM;
b. BEM;
c. HMPS;
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d. UKM; dan
e. BP.
Pasal 5
SM, BEM, HMPS, UKM, dan BP memiliki kedudukan
setara serta hubungan antar organisasi

kemahasiswaan tersebut bersifat koordinatif.

Pasal 6

Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk:

a. menanamkan dan mengembangkan  jiwa
kepemimpinan, kemandirian, dan kewirausahaan
pada Mahasiswa;

b. meningkatkan prestasi Mahasiswa  untuk
reputasi Universitas, Bangsa, dan Negara;

c. menjadi wadah untuk mengembangkan bakat,
minat, potensi, dan jati diri Mahasiswa;

d. mengembangkan jiwa nasionalisme, kebangsaan,
dan kemanusiaan pada Mahasiswa; dan

e. meningkatkan prestasi dan kompetensi
Mahasiswa yang berorientasi masa depan dan
berdaya saing global.

Pasal 7

Organisasi Kemahasiswaan berperan sebagai wahana
dan sarana untuk pengembangan karakter dan
potensi diri yang meliputi aspek keilmuan, teknologi,
seni, minat, bakat, kepemimpinan, kepekaan sosial,
kreativitas, daya Kkritis, keberanian, dan rasa
kebangsaan serta wahana dan sarana untuk
memperjuangkan aspirasi, kepentingan, dan
kesejahteraan mahasiswa.
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BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 8
(1) Organisasi Kemahasiswaan memiliki hak untuk:

a. memperoleh pelayanan administrasi;

b. memperoleh pelayanan izin kegiatan;

c. memperoleh bantuan dana kegiatan;

d. membentuk kepanitiaan untuk
penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan;

e. melaksanakan program dan kegiatan
organisasi sepanjang tidak bertentangan
dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;

f. menggunakan fasilitas dan atribut Universitas
dengan mengikuti prosedur operasional yang
berlaku di Universitas dan/atau Fakultas;

g. melakukan konsultasi kegiatan kepada Wakil
Rektor Bidang Kemahasiswaan/ Biro
Kemahasiswaan/ Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan; dan

h. mendapatkan pendampingan dari Pembina
atau pelatih.

(2) Pengurus dan Panitia Pelaksana Kegiatan
memiliki hak untuk:

a. memperoleh pelayanan administrasi;

b. memperoleh pelayanan izin kegiatan,

c¢. memperoleh bantuan dana kegiatan;

d. melaksanakan  program dan  kegiatan
organisasi sepanjang tidak bertentangan
dengan visi, misi, dan tujuan Universitas; dan

e. menggunakan fasilitas dan atribut Universitas
dengan mengikuti prosedur operasional yang
berlaku di Universitas dan/atau Fakultas;

(3) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dan/atau
anggota yang berprestasi berhak mendapatkan
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penghargaan dan/atau insentif dari
Universitas/Fakultas sesuai dengan aturan yang
berlaku.

Pasal 9
(1) Organisasi Kemahasiswaan memiliki kewajiban:

a. mematuhi ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. menjaga nama baik almamater dan sivitas
akademika Universitas;

c. membuat proposal kegiatan dan laporan
keuangan untuk setiap kegiatan;

d. melaksanakan kegiatan secara baik dan
bertanggungjawab;

e. membuat laporan pertanggungjawaban
kegiatan dan keuangan untuk setiap program

kerja;

f. membuat laporan akhir masa jabatan periode
kepengurusan ke pimpinan
Universitas/Fakultas;

g. membuat dan menyerahkan laporan kegiatan
dari pengurus lama ke pengurus baru,;

h. melaksanakan regenerasi kepemimpinan
organisasi kemahasiswaan secara baik; dan

i. mengikuti proses audit oleh auditor internal
maupun eksternal Universitas/Fakultas.

(2) Pengurus dan Panitia Pelaksana Kegiatan

memiliki kewajiban:

a. mematuhi ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. menjaga nama baik almamater dan sivitas
akademika Universitas; dan

c. melaksanakan kegiatan secara baik dan
bertanggungjawab.
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(4)

BAB IV
KONGRES PERSATUAN MAHASISWA

Pasal 10

Penyelenggara Kongres PM adalah SM.
Peserta Kongres PM terdiri atas:

a.

b.

e,

Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan atau pejabat yang mewakili;
Dekan dan/atau Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan atau yang mewakili;

Kepala Biro Kemahasiswaan atau yang
mewalkili;

Pimpinan PM terdiri dari Ketua Senat
Mahasiswa, Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa, Ketua Badan Pemeriksa, Seluruh
Ketua Himpunan Program Studi, dan Seluruh
Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa; dan/atau
Pihak-pihak yang diundang secara khusus
untuk kepentingan kongres.

Kongres PM dilaksanakan untuk hal-hal sebagai

berikut:

a. pelantikan pengurus Organisasi
Kemahasiswaan;

b. pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga PM;

c. pembahasan laporan-laporan yang diproses
oleh Badan Pemeriksa;

d. pembuktian pelanggaran yang dilaporkan

€.

oleh Badan Pemeriksa; dan/atau
pembahasan agenda perihal Organisasi
Kemahasiswaan yang disepakati.

Mekanisme Pelaksanaan Kongres PM diatur lebih
lanjut oleh SM.

91



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

BABV
SENAT MAHASISWA

Pasal 11
Tugas

SM memiliki tugas:

a.

menyerap, menampung, dan memperjuangkan
aspirasi mahasiswa untuk kemudian
disampaikan kepada pihak Universitas dan/atau
Fakultas;

mengusulkan  rancangan  Anggaran  Dasar
(AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Persatuan
Mahasiswa;

membuat proposal untuk setiap kegiatan dan
diserahkan kepada pimpinan Universitas untuk
mendapatkan persetujuan,

membuat laporan akhir masa jabatan periode
kepengurusan ke pimpinan Universitas; dan
membuat dan menyerahkan laporan kegiatan
dari pengurus lama ke pengurus baru.

Pasal 12
Kewenangan

SM memiliki kewenangan:

a.

membuat peraturan-peraturan berkaitan dengan
pelaksanaan Organisasi Kemahasiswaan sesuai
dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 6 peraturan
ini;

melakukan pengawasan kegiatan Organisasi
Kemahasiswaan;

melaporkan kepada Badan Pemeriksa jika terjadi
dugaan adanya pelanggaran dalam kegiatan yang
dilakukan Organisasi Kemahasiswaan; dan
memberikan usulan, pendapat, dan saran kepada
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(1)
(2)

(3)
(4)

pimpinan Universitas dan/atau Fakultas untuk
pencapaian visi misi Universitas.

Pasal 13
Kepengurusan

Kepengurusan SM minimal terdiri dari ketua,

1 (satu) sekretaris, dan 1 (satu) bendahara.

Pemilihan Ketua SM  dilakukan melalui

mekanisme musyawarah anggota.

Struktur SM ditentukan oleh Ketua SM.

Syarat menjadi anggota SM adalah:

a. tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal
semester 3 (tiga) sampai maksimal semester
7 (tujuh);

b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
minimal 2,50 pada semester terakhir;

c. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;

d. memiliki integritas, moralitas, dan rasa
tanggung jawab;

e. memahami visi, misi, dan nilai-nilai
Universitas; dan

f. tidak pernah mendapatkan sanksi yang
ditetapkan dalam suatu surat keputusan dari
pihak Universitas atau Fakultas.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan scbagaimana

(1)

dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh
SM.

Pasal 14
Mekanisme Pemilihan

Anggota SM terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan
dari masing-masing program studi Sarjana dan
Diploma yang memenuhi syarat sebagaimana
diatur dalam Pasal 13 ayat (4).
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(1)

(2)

(3)

Anggota SM dipilih oleh mahasiswa program
studi Sarjana dan Diploma melalui pemilihan
umum Persatuan Mahasiswa.

Pasal 15
Masa Bakti Kepengurusan

Masa bakti pengurus SM adalah 1 (satu) tahun

kepengurusan mulai Januari dan berakhir pada

Desember tahun berjalan.

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berakhir jika mahasiswa:

a. mengundurkan diri;

b. telah menempuh yudisium;

c. cuti akademik; atau

d. terkena sanksi akademik dan/atau non-
akademik.

Pergantian pengurus antar waktu dapat

dilakukan apabila ada pengurus yang berakhir di

tengah masa bakti.

BAB VI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 16
Tugas

BEM memiliki tugas:

a.

b.

menyusun visi misi dan tujuan BEM sesuai
dengan visi misi Universitas;

menyusun program tahunan sesuai dengan Pasal
2, Pasal 3, dan Pasal 6 peraturan ini;

membuat proposal untuk setiap kegiatan dan
diserahkan kepada pimpinan Universitas untuk
mendapatkan persetujuan;

melaksanakan seluruh program yang disusun
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sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6
peraturan ini;

memberikan laporan  perkembangan  dan
pelaksanaan program kerja ke pimpinan
Universitas secara berkala;

menyampaikan program kerja tahunan ke
pimpinan Universitas;

membuat laporan akhir masa jabatan periode
kepengurusan ke pimpinan Universitas; dan
membuat dan menyerahkan laporan kegiatan
dari pengurus lama ke pengurus baru.

Pasal 17
Kewenangan

BEM memiliki kewenangan:

a.

(1)

(2)

(3)
(4)

mewakili Mahasiswa baik ke dalam maupun ke
luar Universitas dengan sepengetahuan pimpinan
Universitas;

mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di
lingkungan Universitas, bersama dengan Biro
Kemahasiswaaan dan Alumni; dan
menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan yang
telah disetujui oleh Universitas.

Pasal 18
Kepengurusan

Kepengurusan BEM minimal terdiri dari ketua,
wakil ketua, 1 (satu) sekretaris, dan 1 (satu)
bendahara.

Pemilihan pengurus BEM kecuali ketua dan wakil
ketua dilakukan oleh ketua dan wakil ketua.
Struktur BEM dibuat oleh ketua dan wakil ketua.
Syarat menjadi ketua dan wakil BEM adalah:

a. tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal
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(5)

6)

(1)

semester 3 (tiga) sampai maksimal semester
7 (tujuh);

memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
minimal 2,30 pada semester terakhir;

aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
memiliki integritas, moralitas, dan rasa
tanggung jawab;

memahami  visi, misi, dan nilai-nilai
Universitas; dan

tidak pernah mendapatkan sanksi yang
ditetapkan dalam suatu surat keputusan dari
pihak Universitas atau Fakultas.

Syarat menjadi pengurus BEM sebagaimana
diatur dalam ayat (1) selain ketua dan wakil
ketua adalah:

a.

tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal
semester 3 (tiga) sampai maksimal semester
7 (tujuh);

memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
minimal 2,00 pada semester terakhir;

aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
memiliki integritas, moralitas, dan rasa
tanggung jawab;

memahami  visi, misi, dan nilai-nilai
Universitas; dan

tidak pernah mendapatkan sanksi yang
ditetapkan dalam suatu surat keputusan dari
pihak Universitas atau Fakultas.

Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) dan (5) diatur lebih
lanjut oleh SM.

Pasal 19
Mekanisme Pemilihan

Ketua dan Wakil Ketua BEM dipilih melalui
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(1)

(2)
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mekanisme Pemilihan Umum Persatuan
Mahasiswa.

Anggota BEM dipilih oleh Ketua dan Wakil Ketua
BEM.

Pasal 20
Masa Bakti Kepengurusan

Masa bakti pengurus BEM adalah 1 (satu) tahun

kepengurusan mulai Januari dan berakhir pada

Desember tahun berjalan.

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berakhir jika mahasiswa:

a. mengundurkan diri;

b. telah menempuh yudisium;

c. cuti akademik; atau

d. terkena sanksi akademik dan/atau non-
akademik.

Pergantian pengurus antar waktu dapat

dilakukan apabila ada pengurus yang berakhir di

tengah masa bakti.

BAB VII
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 21
Tugas

HMPS memiliki tugas:

a.

menyusun visi misi dan tujuan HMPS sesuai
dengan visi misi Universitas, visi misi Fakultas,
dan visi misi Program Studi;

menyusun program tahunan sesuai dengan Pasal
2, Pasal 3, dan Pasal 6 peraturan ini;
menyampaikan program kerja tahunan ke
pimpinan Fakultas dan Program Studi;
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membuat proposal untuk setiap kegiatan dan
diserahkan kepada pimpinan Program Studi,
Fakultas, dan Universitas untuk mendapatkan
persetujuan;

melaksanakan seluruh program yang disusun
sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6
peraturan ini;

memberikan laporan perkembangan  dan
pelaksanaan program kerja ke pimpinan Fakultas
dan Program Studi secara berkala;

membuat laporan akhir masa jabatan periode
kepengurusan ke pimpinan Fakultas dan
Program Studi; dan

membuat dan menyerahkan laporan kegiatan
dari pengurus lama ke pengurus baru.

Pasal 22
Kewenangan

HMPS memiliki kewenangan:

a.

(1)
(2)

(3)

mewakili Mahasiswa Program Studi baik ke
dalam maupun ke luar Fakultas dan/atau
Universitas dengan sepengetahuan pimpinan
Fakultas dan/atau Universitas; dan
menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan di
tingkat Program Studi dan/atau lintas Program
Studi di Fakultas.

Pasal 23
Kepengurusan

Kepengurusan HMPS minimal terdiri dari ketua,
1 (satu) sekretaris, dan 1 (satu) bendahara.
Pemilihan pengurus dan struktur HMPS
dilakukan oleh Ketua HMPS.

Syarat menjadi Ketua HMPS adalah:
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a. tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal
semester 3 (tiga) sampai maksimal semester 7
(tujuh);

b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
minimal 2,30 pada semester terakhir;

c. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;

d. memiliki integritas, moralitas, dan rasa
tanggung jawab;

e. memahami visi, misi, dan nilai-nilai
Universitas; dan

f. tidak pernah mendapatkan sanksi yang
ditetapkan dalam suatu surat keputusan dari
pihak Universitas atau Fakultas.

Syarat menjadi pengurus HMPS sebagaimana

diatur dalam ayat (1) selain ketua dan wakil

ketua adalah:

a. tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal
semester 3 (tiga) sampai maksimal semester 7
(tujuh);

b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
minimal 2,00 pada semester terakhir;

c. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;

d. memiliki integritas, moralitas, dan rasa
tanggung jawab;

e. memahami visi, misi, dan nilai-nilai
Universitas; dan

f. tidak pernah mendapatkan sanksi yang
ditetapkan dalam suatu surat keputusan dari
pihak Universitas atau Fakultas.

Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatur lebih

lanjut oleh SM.
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Pasal 24
Mekanisme Pemilihan

Ketua HMPS dipilih oleh mahasiswa Program Studi
melalui mekanisme Pemilihan Umum Persatuan
Mahasiswa.

(1)

(2)

(3)

Pasal 25
Masa Bakti Kepengurusan

Masa bakti pengurus HMPS adalah 1 (satu)

tahun kepengurusan mulai Januari dan berakhir

pada Desember tahun berjalan.

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berakhir jika mahasiswa:

a. mengundurkan diri;

b. telah menempuh yudisium;

c. cuti akademik; atau

d. terkena sanksi akademik dan/atau non-
akademik.

Pergantian  pengurus antar waktu dapat

dilakukan apabila ada pengurus yang berakhir di

tengah masa bakti.

BAB VIII
UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 26
Tugas

UKM memiliki tugas:

a.

b.

menyusun visi misi dan tujuan UKM sesuai
dengan visi misi Universitas;

menyusun program tahunan sesuai dengan Pasal
2, Pasal 3, dan Pasal 6 peraturan ini;
menyampaikan program Kkerja tahunan ke
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pimpinan Universitas;

menghasilkan prestasi di tingkat Regional,
Nasional, atau Internasional;

membuat proposal untuk setiap kegiatan dan
diserahkan kepada pimpinan Universitas untuk
mendapatkan persetujuan;

melaksanakan seluruh program yang disusun
sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6
peraturan ini;

memberikan laporan perkembangan  dan
pelaksanaan program kerja ke pimpinan
Universitas secara berkala;

membuat laporan akhir masa jabatan periode
kepengurusan ke pimpinan Universitas; dan
membuat dan menyerahkan laporan kegiatan
dari pengurus lama ke pengurus baru.

Pasal 27
Kewenangan

UKM memiliki kewenangan:

a.

(1)
()

3)

mewakili Mahasiswa dalam kompetisi, kejuaraan,
atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan bidang
kegiatan masing-masing UKM; dan
menyelenggarakan  kegiatan sesuai dengan
bidangnya.

Pasal 28
Kepengurusan

Kepengurusan UKM minimal terdiri dari ketua, 1
(satu) sekretaris, dan 1 (satu) bendahara.
Pemilihan pengurus dan struktur UKM dilakukan
oleh Ketua UKM.

Syarat menjadi ketua UKM adalah:

a. tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal
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semester 3 (tiga) sampai maksimal semester 7
(tujuh);

b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
minimal 2,00 pada semester terakhir;

c. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;

d. memiliki integritas, moralitas, dan rasa
tanggung jawab;

e. memahami visi, misi, dan nilai-nilai
Universitas; dan

f. tidak pernah mendapatkan sanksi yang
ditetapkan dalam suatu surat keputusan dari
pihak Universitas atau Fakultas.

Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh

SM.

Pasal 29
Mekanisme Pemilihan

Ketua UKM dipilih melalui mekanisme musyawarah
anggota.

(1)

(2)

(3)

Pasal 30
Masa Bakti Kepengurusan

Masa bakti pengurus UKM adalah 1 (satu) tahun

kepengurusan mulai Januari dan berakhir pada

Desember tahun berjalan.

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berakhir jika mahasiswa:

a. mengundurkan diri;

b. telah menempuh yudisium;

c. cuti akademik; atau

d. terkena sanksi akademik dan/atau non-
akademik.

Pergantian pengurus antara waktu dapat
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dilakukan apabila ada pengurus yang berakhir di
tengah masa bakti.

BAB IX
BADAN PEMERIKSA

Pasal 31
Tugas

BP memiliki tugas:

a.

membuat proposal untuk setiap kegiatan dan
diserahkan kepada pimpinan Universitas untuk
mendapatkan persetujuan;

melakukan pemeriksaan terhadap Organisasi
Kemahasiswaan,;

melakukan penggalian informasi dari pihak
terkait sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan
yang ada;

memberikan laporan pemeriksaan dan saran
kepada pimpinan Universitas atau Fakultas
apabila dibutuhkan;

memberikan laporan pemeriksaan dan saran
kepada Kongres Persatuan Mahasiswa terkait
dengan dugaan pelanggaran dalam kegiatan yang
dilakukan Organisasi Kemahasiswaan;

membuat laporan akhir masa jabatan periode
kepengurusan ke pimpinan Universitas; dan
membuat dan menyerahkan laporan kegiatan
dari pengurus lama ke pengurus baru.

Pasal 32
Kewenangan

BP memiliki kewenangan:

a.

melakukan pemeriksaan terhadap Organisasi
Kemahasiswaan;
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(1)

(2)

()

melakukan pengawasan Organisasi
Kemahasiswaan; dan

menindaklanjuti laporan dari sivitas akademika
dan/atau SM dan/atau Mahasiswa perihal
adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan yang
dilakukan Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 33
Mekanisme Pemilihan

Anggota BP terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan

dari masing-masing Fakultas.

Syarat menjadi anggota BP adalah:

a. tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal
semester 3 (tiga) sampai maksimal semester
7 (tujuh);

b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
minimal 2,75 pada semester terakhir;

c. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan,

d. memiliki integritas, moralitas, dan rasa
tanggung jawab;

e. memahami visi, misi, dan nilai-nilai
Universitas; dan

f. tidak pernah mendapatkan sanksi yang
ditetapkan dalam suatu surat keputusan
dari pihak Universitas atau Fakultas.

Anggota BP dipilih melalui mekanisme sebagai

berikut:

a. Panitia pemilihan anggota BP terdiri dari
panitia seleksi tahap pertama (HMPS) dan
panitia seleksi tahap kedua (unsur Fakultas,

SM, dan HMPS);
b. Panitia seleksi tahap pertama bertugas
melakukan seleksi yang bersifat

administratif bagi bakal calon;
c. Panitia seleksi tahap kedua bertugas
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melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan
bagi calon anggota BP;

d. Panitia seleksi tahap pertama wajib
menampung bakal calon sesuai dengan
persyaratan administratif yang ditentukan;

e. Panitia seleksi tahap pertama melakukan
proses seleksi yang dilaksanakan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja untuk
mengusulkan bakal calon menjadi calon
kepada panitia tahap kedua;

f.  Panitia seleksi tahap kedua melakukan Uji
Kelayakan dan Kepatutan yang
dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima)
hari kerja setelah surat usulan calon dari
panitia seleksi tahap pertama diterima; dan

g. Panitia scleksi tahap kedua menetapkan
calon Anggota BP, kemudian menyerahkan
surat penetapan tersebut kepada KPU,
selanjutnya anggota BP akan dipilih oleh
mahasiswa Fakultas melalui mckanisme
Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh
SM.

(5) Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf ¢ dapat dilakukan
dalam bentuk wawancara terstruktur, presentasi,
diskusi maupun bentuk lain yang dianggap perlu
oleh panitia pemilihan anggota BP masing-
masing Fakultas.

Pasal 34
Masa Bakti Kepengurusan

(1) Masa bakti pengurus BP adalah 1 (satu) tahun
kepengurusan mulai Januari dan berakhir pada
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Desember tahun berjalan.

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berakhir jika mahasiswa:

a. mengundurkan diri;

b. telah menempuh yudisium;

c. cuti akademik; atau

d. terkena sanksi akademik dan/atau non-
akademik.

Pergantian pengurus antara waktu dapat

dilakukan apabila ada pengurus yang berakhir di

tengah masa bakti.

BAB X
PEMILIHAN UMUM

Pasal 35
Maksud dan Tujuan

Pemilihan Umum dilakukan untuk memilih
Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa, Anggota Senat Mahasiswa, Anggota
Badan Pemeriksa, dan Ketua Himpunan
Mahasiswa Program Studi.

Pemilihan Umum bertujuan sebagai sarana

pembelajaran bagi mahasiswa untuk
melaksanakan demokrasi dan pengelolaan
Organisasi Kemahasiswaan secara

berkesinambungan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap satu tahun sekali.
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Pasal 36
Pelaksanaan

Pemilihan Umum  dilaksanakan selambat-
lambatnya pada bulan November tiap tahun
untuk memilih Ketua Badan Eksekutif danWakil
Ketua Badan  Eksekutif, Anggota Senat
Mahasiswa, Anggota Badan Pemeriksa, dan Ketua
Himpunan Mahasiswa Program Studi.

Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum dan diawasi oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum.

Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum ditetapkan oleh SM.

Pasal 37
Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum terdiri atas Komisi
Pemilihan Umum di tingkat Universitas dan
Komisi Pemilihan Umum di tingkat Fakultas.
Anggota KPU terdiri dari minimal Ketua,
Sekretaris, Bendahara, dan 2 (dua) anggota.
Tugas Komisi Pemilihan Umum adalah:

a. merencanakan dan mempersiapkan
pelaksanaan Pemilihan Umum;

b. menerima, meneliti dan menetapkan calon
Ketua dan Wakil Ketua BEM, Anggota SM,
Anggota BP, dan Ketua HMPS;

¢. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan
Umum Ketua dan Wakil Ketua BEM, Anggota
SM, Anggota BP, dan Ketua HMPS;

d. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-
bahan serta data hasil Pemilihan Umum; dan

e. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan
Umum.
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(4) Kewenangan KPU adalah:

a. menetapkan tatacara penyelenggaraan
Pemilihan Umum tingkat Universitas dan
Pemilihan Umum tingkat Fakultas; dan

b. mengeluarkan surat keputusan hasil
Pemilihan Umum yang diserahkan kepada
Rektor dan Dekan.

Pasal 38
Badan Pengawas Pemilihan Umum

(1) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
terdiri dari minimal Ketua, Sekretaris, dan satu
anggota.

(2) Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah:
a. menyusun standar tata laksana pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk
pengawas di setiap tingkatan;

b. melakukan pencegahan dan penindakan
terhadap pelanggaran dan sengketa proses
Pemilihan Umum;

c. mengawasi persiapan penyelenggaraan
Pemilihan Umum terkait penetapan jadwal
tahapan dan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

d. mengawasi pelaksanaan tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum;

e. mengawasi  proses penghitungan dan
pemungutan suara ulang; dan

f. mengawasi penetapan hasil Pemilihan Umum.

(3) Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum
adalah:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang
berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran
terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum;

b. memeriksa, mengkaji, dan memutus
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pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;
dan

c. menerima, memeriksa, memediasi atau
mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian
sengketa proses Pemilihan Umum.

BAB XI
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 39
Pengangkatan

Pengangkatan pengurus Organisasi Kemahasiswaan
didasarkan pada Surat Keputusan Rektor.

Pasal 40
Pelantikan

Rektor atau yang mewakili melantik Ketua BEM dan
Wakil Ketua BEM, Anggota SM, Anggota BP, seluruh
Ketua HMPS, dan seluruh Ketua UKM.

BAB XII
PEMBENTUKAN HMPS DAN UKM

Pasal 41
Pembentukan Himpunan Mahasiswa Program Studi

(1) Pembentukan Himpunan Mahasiswa Program
Studi diusulkan oleh Mahasiswa Program Studi
dan telah mendapatkan rekomendasi dari Ketua
Program Studi.

(2) Usulan dan rekomendasi tersebut sebagaimana
diatur dalam ayat (1) disampaikan kepada Dekan
melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

(3) Dekan menetapkan pembentukan Himpunan
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Mahasiswa Program Studi dengan  Surat
Keputusan Dekan setelah mendapatkan
pertimbangan dari Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan.

Pasal 42
Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa

(1) Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. didahului oleh pembentukan komunitas yang
telah melakukan kegiatan sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun;

b. memiliki anggota sekurang-kurangnya 25
(dua puluh lima) orang dan berasal dari
sekurang-kurangnya 2 (dua) Fakultas;

c. memiliki program kerja sesuai dengan visi,
misi, dan tujuan Universitas;

d. memiliki struktur kepengurusan yang terdiri
dari sekurang-kurangnya ketua, sekretaris,
bendahara, dan anggota; dan

e. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Biro
Kemahasiswaan setelah melalui  proses
penilaian dan evaluasi kinerja sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengajuan
pembentukan.

(2) Pembentukan UKM diusulkan oleh Mahasiswa
kepada Kepala Biro Kemahasiswaan dengan
sepengetahuan Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf e disampaikan kepada Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan.

(4) Rektor menetapkan pembentukan UKM dengan
Surat Keputusan setelah mendapatkan
pertimbangan dari Wakil Rektor Bidang
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Kemahasiswaan.

Pasal 43
Pembubaran Himpunan Mahasiswa Program Studi

Pembubaran Program Studi HMPS dilakukan apabila
Program Studi yang menaungi HMPS tersebut
dibubarkan.

Pasal 44
Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa

(1) Pembubaran UKM dapat dilakukan melalui hasil
rekomendasi BP.

(2) Hasil rekomendasi BP diserahkan kepada Wakil
Rektor untuk mendapatkan pertimbangan.

(3) Rektor dapat mengeluarkan Surat Keputusan
Rektor tentang Pembubaran UKM berdasarkan
pertimbangan dari Wakil Rektor.

BAB XIII
KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 45
Pembinaan

(1) Untuk mendukung kegiatan Organisasi
Kemahasiswaan Rektor/Dekan dapat
mengangkat Pembina SM, BEM, HMPS dan BP
dengan syarat sebagai berikut:

a. Tenaga Pendidik yang berstatus pegawai tetap
Universitas;
memiliki kompetensi di bidangnya; dan

c. bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan
Surat Keputusan Penugasan.
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Untuk mendukung kegiatan Organisasi
Kemahasiswaan, Rektor dapat mengangkat
Pelatih UKM dengan syarat sebagai berikut:

a. individu yang dianggap memiliki kecakapan

dan kompetensi sebagai pelatih; dan

b. diusulkan oleh UKM yang bersangkutan.
Pembina bertugas untuk:

a. membina pengurus dan anggota UKM untuk

peningkatan kualitas kegiatan
kemahasiswaan,;

b. mengawasi penyusunan dan penggunaan
anggaran;

c. melaksanakan dan mengawasi program Kerja
UKM; dan

d. melakukan evaluasi program kerja UKM.

Pelatih bertugas merancang, memantau, dan

mengevaluasi program latihan untuk

peningkatan prestasi.

Pasal 46
Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Organisasi
Kemahasiswaan wajib memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. Organisasi Kemahasiswaan yang
menyelenggarakan kegiatan harus
memperhitungkan risiko keamanan dan
keselamatan anggota maupun lingkungan;

b. waktu penyelenggaraan kegiatan Organisasi
Kemahasiswaan di dalam kampus dibatasi
hanya sampai pukul 22.00 WIB;

c. Organisasi Kemahasiswaan yang
menyelenggarakan kegiatan di dalam kampus
dan melebihi pukul 22.00 WIB harus
mendapat izin dari Wakil Rektor Bidang
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(2)

(1

Kemahasiswaan dan/atau Wakil Dekan
Kemahasiswaan; dan
d. Organisasi Kemahasiswaan yang
menyelenggarakan kegiatan di luar kampus
vang berisiko terhadap keamanan dan
keselamatan anggota dan/atau peserta
kegiatan harus memenuhi syarat, antara lain:
1. Mendapatkan surat keterangan sehat dari
dokter;
2. Mendapat surat izin dari orang tua/wali;
3. Memiliki Prosedur Operasional Baku (POB)
dan tata tertib kegiatan;
4. Memiliki tim medis; dan
5. Membuat Surat Pernyataan di atas Meterai
vang berisi Organisasi Kemahasiswaan
dan/atau panitia pelaksana kegiatan tidak
melakukan perploncoan, kekerasan,
pelecehan verbal maupun non verbal,
dimana surat tersebut ditandatangani oleh
ketua panitia pelaksana kegiatan dan
Ketua Organisasi Kemahasiswaan, serta
diketahui oleh Pembina atau Pelatih.
Kegiatan di luar kampus yang berisiko terhadap
keamanan dan keselamatan anggota dan/atau
peserta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf d ditentukan oleh Biro
Kemahasiswan dan Alumni.

Pasal 47
Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan

dapat berasal dari:

a. anggaran Universitas/Fakultas/Program
Studi sesuai dengan alokasi;

b. donatur mitra atau sumber lain yang tidak
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mengikat atas persetujuan Rektor/Dekan
melalui Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan/Wakil Dckan Bidang
Kemahasiswaan; dan

c. penggalangan dana melalui dana wusaha
mandiri.

(2) Penggalangan dana dari donatur mitra atau
sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b harus memperhatikan etika dan
transparansi sesuai dengan aturan keuangan
Universitas.

(3) Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan
secara akuntabel kepada Rektor/Dekan melalui
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/Wakil
Dekan Bidang Kemahasiswaan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 48
(1) Organisasi Kemahasiswaan dilarang:

a. melakukan kegiatan yang bertentangan
dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945, dan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. menyelenggarakan kegiatan yang
bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan
Universitas dan tujuan pendidikan tinggi;

c. melakukan kegiatan yang Dbertentangan
dengan  peraturan yang berlaku  di
Universitas;

d. melakukan kegiatan untuk kepentingan
dan/atau atas nama organisasi massa;

e. berafiliasi dengan organisasi mahasiswa
ekstra kampus, partai politik, perusahaan
rokok, perusahaan minuman Kkeras, dan
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jaringan penyalahgunaan napza;

f. melakukan kegiatan politik praktis untuk
kepentingan partai politik;

g. melakukan kekerasan baik mental maupun
fisik, pelecehan seksual verbal maupun non
verbal dalam semua kegiatan;

h. melanggar ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan ini; dan

i. melakukan kegiatan yang dapat menciderai
reputasi universitas.

(2) Pengurus dan Panitia Pelaksana Kegiatan
dilarang:

a. melakukan kegiatan yang bertentangan
dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945, dan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. menyelenggarakan kegiatan yang
bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan
Universitas dan tujuan pendidikan tinggi;

c. melakukan kegiatan yang bertentangan
dengan  peraturan yang  berlaku  di
Universitas;

d. melakukan kegiatan untuk kepentingan
dan/atau atas nama organisasi massa;

e. melakukan kekerasan baik mental maupun
fisik, pelecehan seksual verbal maupun non
verbal dalam semua kegiatan;

f. melanggar ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan ini; dan

g. melakukan kegiatan yang dapat
mencemarkan nama baik dan/atau

menciderai reputasi universitas.

(3) Dugaan pencideraan reputasi  Universitas
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i
ditindaklanjuti oleh BP dan hasil penyelidikan
dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Kongres
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Persatuan Mahasiswa untuk kemudian Kongres yang akan
menentukan perihal terbukti atau tidaknya pencideraan
reputasi tersebut.

4) Dalam kasus pencideraan reputasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf i, Kongres wajib dihadiri oleh semua
pihak yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan ini.

BAB XV
SANKSI

Pasal 49

Dugaan pelanggaran atas pasal 2, pasal 3 ayat 2, pasal 6, Pasal 9,
pasal 46, pasal 47, dan/atau pasal 48 dapat diketahui melalui:

a. laporan dari sivitas akademika dan latau SM dan/atau Mahasiswa
perihal adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan yang dilakukan
Organisasi Kemahasiswaan ;

b. laporan pemeriksaan dan saran oleh BP kepada pimpinan
Universitas atau Fakultas terkait dengan dugaan pelanggaran dalam
kegiatan yang dilakukan Organisasi Kemahasiswaan;

c. hasil evaluasi Rektor atau Dekan terhadap kegiatan yang
dilaksanakan oleh organisasi Kemahasiswaan; dan/atau

d. hasil evaluasi Rektor atau Dekan terhadap kepengurusan
Organisasi Kemahasiswaan.
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Pasal 50

Sebelum Rektor/ Dekan membuat keputusan penjatuhan sanksi,
pelanggaran terlebih dahulu dibuktikan melalui cara sebagai berikut:

a.
b.

Kongres Persatuan Mahasiswa;

proses investigasi yang dilakukan oleh Rektor atau Dekan
dengan memanggil Organisasi Kemahasiswaan dan pihak-
pihak lain yang dianggap perlu untuk didengar
keterangannya;

kewenangan Rektor/Dekan untuk memanggil dan mendengar
Organisasi  Kemahasiswaan dan  pihak-pihak lain
sebagaimana disebutkan dalam huruf b di atas dapat
didelegasikan kepada Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan; atau
Rektor/Wakil ~Rektor Bidang Kemahasiswaan atau
Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan membuat atau
meminta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan atas keterangan
Organisasi Kemahasiswaan dan pihak-pihak lain setelah
memanggil Organisasi Kemahasiswaan dan pihak-pihak lain.
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Pasal 51

(1) Pelanggaran atas pasal 2, pasal 3 ayat 2, pasal 6,
pasal 9, pasal 46, pasal 47 dan/atau pasal 48
dapat dijatuhi sanksi atau sanksi-sanksi sebagai
berikut:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penolakan wuntuk memberikan pelayanan

administrasi tertentu;

d. pembekuan sebagai Organisasi
Kemahasiswaan untuk satu semester atau
lebih;

e. pembubaran kegiatan yang dilakukan
Organisasi Kemahasiswaan; dan/atau

f. pembubaran sebagai Organisasi
Kemahasiswaan.

(2) Jenis dan berat-ringannya sanksi untuk setiap
pelanggaran keputusan ini ditentukan oleh
Rektor/Dekan dengan memperhatikan asas-asas
keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas,
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(&)

(1)

dan/atau rekomendasi Kongres Persatuan
Mahasiswa.

Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana ayat (1)
huruf b, ¢, d, e, dan f dilakukan secara tertulis
dengan Surat Keputusan Rektor/Dekan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52
Sebelum Peraturan ini efektif berlaku, maka
Keputusan Rektor Nomor III/PRT/2008-10/04
tentang  Organisasi Kemahasiswaan  serta
peraturan-peraturan  pelaksanaannya  masih
berlaku.
Pada saat Peraturan ini berlaku, Organisasi
Kemahasiswaan yang ada wajib menyesuaikan
dengan Peraturan ini.
Ketentuan dalam Peraturan ini diberlakukan
mulai kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan
yang dimulai pada bulan Januari 2020.
Penyelenggaraan PUPM untuk periode
kepengurusan Januari 2020 dilakukan
berdasarkan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal
38, Pasal 39, dan Pasal 40 dalam Peraturan ini.
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana disebutkan
pada ayat (2) dan (3) di atas diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Organisasi Kemahasiswaan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53
Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku,
Keputusan Rektor Nomor III/PRT/2008-10/04
tentang Organisasi Kemahasiswaan dicabut dan
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dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2020.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal, 27 November 2018

/{ Rektor,

Mangadar Situmorang, Ph.D.
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PENJELASAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
NOMOR II/PRT 120 18- 1L | 164
TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

SINDU adalah Spiritualitas dan Nilai Dasar UNPAR. Terdapat tiga
spiritualitas dan nilai dasar yaitu: manusia yang utuh (humanum religiosum),
cinta kasih dalam kebenaran (caritas in ueritate), hidup dalam keberagaman
(pturibus in unum atau bhinneka tunggal ika). Serta Tujuh Prinsip Etis
komunitas akademik Universitas Katolik Parahyangan yaitu: Keterbukaan,
Sikap transformatif, Kejujuran, Keberpihakan untuk mengutamakan kaum
papa (trtreferential option for the poor), Bonum Commune, Subsidiaritas,
dan Nirlaba.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
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Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Huruf ¢
Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan termasuk di
dalamnya sebagai pengurus Organisasi Kemahasiswaan,
maupun aktif bergabung dalam kepanitiaan pada
kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas,
Program Studi maupun Organisasi Kemahasiswaan. Aktif
dalam kegiatan kemahasiswaan dibuktikan dengan
sertifikat sebagai panitia atau surat keterangan.
Ketentuan lebih rinci diatur oleh SM.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
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Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf ¢
Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan termasuk di
dalamnya sebagai pengurus Organisasi Kemahasiswaan,
maupun aktif bergabung dalam kepanitiaan pada
kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas,
Program Studi maupun Organisasi Kemahasiswaan. Aktif
dalam Kkegiatan kemahasiswaan dibuktikan dengan
sertifikat sebagai panitia atau surat keterangan.
Ketentuan lebih rinci diatur oleh SM.
Ayat (5)

Huruf c

Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan termasuk di
dalamnya sebagai pengurus Organisasi Kemahasiswaan,
maupun aktif bergabung dalam kepanitiaan pada
kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas,
Program Studi maupun Organisasi Kemahasiswaan. Aktif
dalam Kkegiatan kemahasiswaan dibuktikan dengan
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Pasal 19

sertifikat sebagai panitia atau surat keterangan.
Ketentuan lebih rinci diatur oleh SM.

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf ¢

Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan termasuk di
dalamnya sebagai pengurus Organisasi Kemahasiswaan,
maupun aktif bergabung dalam kepanitiaan pada
kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas,
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Program Studi maupun Organisasi Kemahasiswaan. Aktif
dalam kegiatan kemahasiswaan dibuktikan dengan
sertifikat sebagai panitia atau surat keterangan.
Ketentuan lebih rinci diatur oleh SM.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas.

126



MAJE

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

LIS PERWAKILAN MAHASISWA

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf ¢

Ayat (4)

Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan termasuk di
dalamnya sebagai pengurus Organisasi Kemahasiswaan,
maupun aktif bergabung dalam Kkepanitiaan pada
kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas,
Program Studi maupun Organisasi Kemahasiswaan. Aktif
dalam kegiatan kemahasiswaan dibuktikan dengan
sertifikat sebagai panitia atau surat Kketerangan.
Ketentuan lebih rinci diatur oleh SM.

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.
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Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf ¢
Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan termasuk di
dalamnya sebagai pengurus Organisasi Kemahasiswaan,
maupun aktif bergabung dalam kepanitiaan pada
kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas,
Program Studi maupun Organisasi Kemahasiswaan. Aktif
dalam kegiatan kemahasiswaan dibuktikan dengan
sertifikat sebagai panitia atau surat Kketerangan.
Ketentuan lebih rinci diatur oleh SM.
Ayat (3)
Huruf ¢
Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan untuk melihat
pengetahuan calon anggota mengenai Organisasi
Kemahasiswaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
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Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.
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Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.
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Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.
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